


ABSTRAK

Keberadaan Yayasan di Indonesia sangat penting sebagai perpanjangan kaki dan
tangan pemerintah untuk menyentuh langsung rakyat kecil yang tidak mampu dan
membutuhkan bantuan. Selain organ Pembina dan Pengawas, ada organ yang dinamakan
Pengurus dalam Yayasan. Pengurus ini bertanggung jawab terhadap perkembangan
yayasan, melaporkan aktivitas yang dilakukan yayasan, dan menghimpun dana agar
yayasan tersebut berkembang, maju dan besar. Dengan besarnya tanggungjawab atas
amanah yang diberikan, disini penting adanya apresiasi bagi pengurus yang bisa
diwujudkan dalam bentuk pemberian gaji, upah, atau honor atas pekerjaan yang telah
dilaksanakannya.

Di sisi lain, dalam Undang-undang, Yayasan adalah juga sebagai organisasi nirlaba
atau OTTL (Organisasi Tanpa Tujuan Laba) atau non Profit Organization. Masalah yang
kemudian muncul dan sangat krusial adalah masalah pengupahan. Bagaimana sebuah
organisasi non-profit tetap bisa maju dan berkembang ketika dibenturkan dengan begitu
besarnya peran pengurus beserta hak yang wajib diberikan kepadanya sebagai apresiasi
atas kinerjanya. Adalah hal krusial bagi penyusun untuk lebih mendalami lagi terkait
ketentuan hukum dalam pemberian upah bagi pengurus yayasan ditinjau dari Pandangan
Hukum Islam dan UU Yayasan Nomor 28 Tahun 2004, bagaimana komparasi dan titik
temu antara Hukum Islam dan UU Yayasan No. 28 Tahun 2004 tentang pemberian upah
bagi pengelola/ pengurus yayasan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dan bersifat deskriptif komparatif
yang bertujuan membandingkan antara Hukum Positif dan Hukum Islam tentang ketentuan
hukum pemberian upah bagi pengurus yayasan. Data yang digunakan berupa ketentuan
undang-undang dan buku-buku. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan dalil Al-
Qur’an dan hadis dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan pemberian upah di dalam
yayasan, Metode analisis yang dipakai adalah analisis komparatif untuk membandingkan
kedua hukum dan mencari titik temu dari kedua hukum tersebut.

Dari penelitian ini, penyusun menyimpulkan bahwa pemberian upah bagi pengurus
yayasan sama-sama diperbolehkan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. Perbedaan dari
kedua ketentuan hukum diatas bahwa di dalam hukum positif hanya dibatasi upah untuk
pengurus dan pegawai/ karyawan saja. Sedangkan di dalam Hukum Islam, tidak hanya
pengurus/ pengelola yayasan saja yang boleh menerimal upah/ gaji, akan tetapi siapa saja
orang yang telah membantu atau memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk yayasan
berhak atas upah yang telah dikerjakannya terhadap yayasan. Titik temu kedua Hukum itu
ada pada pengentasan persoalan sosial ekonomi, tercapainya keadilan dan kemaslahatan
serta tidak terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan dalam pengelolaan yayasan.
Kemudian, hal ini juga sesuai dengan Magashid Syariah, yang bertujuan untuk kebaikan,
kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia sesuai dengan Hukum Syara’. Ketika
pengelola/ pengurus yayasan bisa terjamin kebutuhan hidupnya dengan adanya upah
tersebut, maka pengurus akan bisa bekerja dengan lebih optimal dan maksimal untuk
Yayasan. Dengan begitu Yayasan pun akan bisa mengoptimalkan perannya di masyarakat
melalui visi misi dan programnya. Yayasan yang juga berperan sebagai perpanjangan kaki
dan tangan pemerintah, menjadi wadah yang diakui oleh Negara untuk bersama-sama
membantu masyarakat agar menjadi lebih baik dari berbagai sisi. Kesemua hal ini menjadi
tujuan besar Maqgashid Syariah, kemaslahatan dunia dan akhirat sesuai dengan ketentuan
Hukum Syara’.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan Yayasan di Indonesia semakin waktu semakin merebak,
karena sangat mudahnya untuk mendirikan sebuah yayasan. Yayasan dapat
didirikan oleh siapa saja baik perorangan, sekelompok orang (swasta) bahkan
oleh suatu badan hukum, termasuk pemerintah. Di dalam yayasan sendiri, ada
maksud dan tujuan yang ingin dicapai baik dibidang keagamaan, sosial dan
kemanusiaan. Ada berbagai macam yayasan yang berkembang di masyarakat,
seperti Yayasan Pendidikan, Yayasan kesehatan, Yayasan keagamaan, Yayasan
Keuangan dan lain sebagainya. Latar belakang serta maksud dan tujuan dalam
mendirikan yayasan itu sendiri pun bisa berbagai macam, ada yang murni untuk
mencari pahala dengan tujuan sosial, ada juga yang diperuntukkan untuk
memudahkan proses pendanaan yayasan, mencari keuntungan di balik kedok
yayasan bahkan ada yang menumpuk kekayaan pribadi di dalam yayasan.

Di dalam praktiknya, motif mendirikan yayasan bermacam-macam, ada
pula yang mendirikan Yayasan karena terpaksa sebab peraturan perundang-
undangan yang mengharuskan lembaga tersebut berbentuk Yayasan, seperti
Rumah Sakit Swasta, Poliklinik, dan Lembaga Pendidikan Swasta. Yayasan
dengan motif ini sering kali melakukan penyimpangan, terutama dalam kegiatan

usahanya. Banyak di antaranya yang melakukan kegiatan bisnis dengan tujuan



keuntungan, karena memang motif mereka sesungguhnya bukanlah untuk
mendirikan Yayasan.

Dalam Undang-undang, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas
kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di
bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota,’
atau Yayasan disebut juga sebagai organisasi nirlaba atau OTTL (Organisasi
Tanpa Tujuan Laba) atau non Profit Organization.®

Ada tiga organ dalam suatu Yayasan yaitu Pembina, Pengurus dan
Pengawas. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang
tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau
Anggaran Dasar. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan
kepengurusan yang diangkat oleh pembina berdasarkan rapat pembina yayasan
untuk jangka waktu selama 5 (lima tahun) dan dapat diangkat kembali untuk 1
(satu) kali masa jabatan, dan susunannya terdiri dari ketua, sekretaris dan
bendahara, Sedangkan Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan
pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan
yayasan.’

Hal di atas adalah penjelasan dari sisi hukum positif. Sedangkan dalam

hukum Islam, sepengetahuan penyusun tidak ada penjelasan spesifik tentang

! Anwar Borahima, Kepemilikan Dan Gaji Bagi Organ Yayasan, hlm. 2, diakes dari
www. hukumperdataunhas. wordpress. com pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 13. 00.

Z Lihat UU Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 pasal 1.

® Rochmat Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, (Bandung:
Eresco, 1993), him. 161.

* Lihat UU Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 pasal 31, 32.



yayasan. Namun, di zaman Rasulullah SAW sudah ada badan penghimpun dana
yang dinamakan Baitul Maal. Baitul Maal dalam makna istilah sesungguhnya
sudah ada sejak masa Rasulullah SAW,  vyaitu ketika kaum muslimin
mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) pada Perang Badar. Pada masa
ini, Baitul Maal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (al-jihat) yang
menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun
pengeluaran. Saat itu Baitul Maal belum mempunyai tempat Khusus untuk
menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak.
Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada
kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah
SAW senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya (al-
khumus) setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi. Dengan
kata lain, dia segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing.’

Dalam kaitannya terhadap yayasan, secara eksplisit Al-Qur’an
menyebutkan:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di

Jalannya-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti
suatu bangunan yang tersusun kokoh. ” (QS. Ash Shaff, 61: 4)

Berdasarkan ayat di atas, Islam menganjurkan agar perjuangan umat
Islam dalam kebaikan, apa pun bentuknya, harus dilakukan dengan barisan yang

teratur, tertata dan terencana rapi agar setiap apa yang di perjuangkan bisa

® Zallum, Abdul Qadim. 1983. Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah. Cetakan I. Beirut:
Darul ‘Ilmi Lil Malayin, diakes dari http:// id. wikipedia. org/ wiki/ Baitul _Mal, pada tanggal 31
Maret 2015 pukul 13. 00.



http://id.wikipedia.org/wiki/Rasulullah_SAW
http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Badar

tercapai tujuannya dengan maksimal. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk
merapikan barisan, salah satunya adalah dengan membentuk organisasi, lembaga
atau yayasan.

Dalam perkembangannya banyak sekali yayasan yang didirikan. Di
Indonesia pada bulan Maret 1990 jumlahnya sudah mencapai 3.054 yayasan,
tahun 1993 bertambah 181 yayasan sehingga menjadi 3.235 yayasan dengan total
aset trilyunan rupiah.® Selanjutnya dari tahun-ketahun jumlah yayasan di
Indonesia terus bertambah. Bahkan di tahun 2012 pertumbuhan jumlah yayasan
di Indonesia sangat cepat, per hari didaftar sekitar 45 yayasan.’

Dengan begitu banyaknya yayasan yang berkembang, sisi lain yang perlu
dipertimbangkan adalah profesionalisme di dalam pengelolaan yayasan serta
kemampuan yayasan itu sendiri. Dewasa ini tantangan yang dihadapi oleh
yayasan semakin besar sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan akan
transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas dalam pengelolaan kegiatan
operasional yayasan.  Kelemahan pengelolaan yayasan di Indonesia adalah
karena yayasan belum dikelola secara profesional, tidak efisien, tidak transparan,
tidak adanya akuntabilitas, serta lemahnya pengawasan. Sulit dipastikan

penyebab kekurang profesionalan di dalam pengelolaan yayasan.®

® Data di Departemen Kehakiman sampai bulan Maret 1990.

" Informasi, data jumlah pendaftaran yayasan di Dirjen Administrasi Hukum Umum
(Ahu) Kementrian Hukum dan Hak Asasai Manusia, per bulan Januari s/ d Juni 2012 (selama 6
enam bulan) didaftar sejumlah 8030 buah yayasan, berarti per bulan 1330, per hari 45 yayasan.

& Anwar Borahima, Kepemilikan Dan Gaji Bagi Organ Yayasan, him. 7, diakes dari
www. hukumperdataunhas. wordpress. com pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 13. 00.



Di dalam Yayasan, ada pengurus, pembina, dan pengawas yayasan.
Organ yang berperan menjalankan operasional harian adalah pengurus yang
bertanggung jawab terhadap perkembangan yayasan, melaporkan aktivitas yang
dilakukan yayasan, dan menghimpun dana agar yayasan tersebut berkembang,
maju dan besar. Hal ini wajar karena dalam penjelasan UU Yayasan sendiri,
pengurus menjalankan pelaksanaan yayasan sedangkan Pembina Yayasan adalah
orang yang menyerahkan hartanya untuk dikelola oleh Pengurus agar yayasan bisa
berjalan. Di sisi lainnya, ada Pengawas Yayasan yang lebih bersifat mengawasi,
mengontrol yayasan agar tidak melenceng dari tujuan yayasan dan terhindar dari
penyelewengan.

Dengan besarnya tanggung jawab atas amanah yang diberikan, di sini
perlu adanya apresiasi bagi pengurus yang bisa diwujudkan dalam bentuk
pemberian gaji, upah, atau honor atas pekerjaan yang telah dilaksanakannya.

Ketentuan mengenai Upah telah diatur di dalam Hukum Positif yaitu UU
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa upah merupakan hak
pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan
dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,  kesepakatan atau peraturan
perundang-undangan, termasuk tunjangan pekerja/ buruh dan keluarganya atas
suatu pekerjan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pengurus dalam hal ini merupakan pekerja di dalam yayasan karena
bertanggung jawab atas operasional dan kegiatan harian yayasan, mencari dana

yang bersumber dari para donatur yang menyumbangkan hartanya untuk



kemajuan dan segala kebutuhan yayasan sesuai dengan maksud dan tujuan
yayasan.

Di sisi lain, dalam Undang-undang, Yayasan adalah juga sebagai
organisasi nirlaba atau OTTL (Organisasi Tanpa Tujuan Laba) atau non Profit
Organization. Masalah yang kemudian muncul dan sangat krusial adalah masalah
pengupahan. Bagaimana sebuah organisasi non-profit tetap bisa maju dan
berkembang ketika dibenturkan dengan begitu besarnya peran pengurus beserta
hak yang wajib diberikan kepadanya sebagai apresiasi atas kinerjanya.

Dari berbagai paparan latar belakang di atas, adalah hal krusial bagi
penyusun untuk lebih mendalami lagi terkait ketentuan hukum dalam pemberian
upah bagi pengurus yayasan ditinjau dari Hukum Islam dan UU Yayasan Nomor
28 Tahun 2004, bagaimana komparasi dan titik temu antara Hukum Islam dan
UU Yayasan No. 28 Tahun 2004 tentang pemberian upah bagi pengelola /

pengurus yayasan.

. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, ada beberapa pokok masalah yang hendak

dijadikan fokus pembahasan:

1. Bagaimana ketentuan hukum pemberian upah bagi pengelola / pengurus
Yayasan menurut Hukum Islam dan UU Yayasan No. 28 Tahun 2004

2. Bagaimana komparasi dan titik temu antara Hukum Islam dan UU Yayasan
No. 28 Tahun 2004 tentang pemberian upah bagi pengelola / pengurus

yayasan



C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang hendak penyusun tulis adalah:

1. Menjelaskan ketentuan hukum tentang pemberian upah bagi pengelola /
pengurus yayasan menurut Hukum Islam dan UU Yayasan No. 28 Tahun
2004

2. Memetakan perbandingan dan titik temu antara Hukum Islam dan UU
Yayasan No. 28 Tahun 2004 tentang pemberian upah bagi pengelola /
pengurus yayasan

Adapun kegunaan dalam penyusunan skipsi ini adalah:

1. Mengembangkan dan memberikan sumbangan akademis dalam khazanah
hukum di Indonesia baik itu Hukum Positif maupun Hukum Islam

2. Manfaat praktis bagi penyusun dan pembaca serta masyarakat untuk
mengetahui landasan hukum dalam pemberian upah dan siapa saja yang
berhak menerimal upah dalam sebuah yayasan umumnya yang ada di

Indonesia

D. Telaah Pustaka
Sejauh yang penyusun ketahui, secara spesifik belum ada tulisan yang
membahas masalah hak menerima upah bagi pengurus yayasan, khususnya dalam
hal ini dikomparasikan dengan Hukum Islam dan UU Yayasan Nomor 28 tahun

2004, berdasarkan penelusuran penyusun ada beberapa tulisan yang membahas



terkait upah bagi pengurus yayasan dan sedikit menyinggung terkait hukum Islam
yakni:
Artikel yang ditulis oleh Anwar Borahima tentang “Kepemilikan dan Gaji

bagi Organ Yayalsatn”9

yang membahas tentang kepemilikan yayasan,
berdasarkan analisa Anwar Borahima bahwa pemilik dari yayasan bukanlah
pendiri atau pengurus melainkan adalah pihak yang dituju oleh pendirian/
keberadaan yayasan tersebut yang sesungguhnya tidak ada kepemilikan
berdasarkan perorangan, tetapi kepemilikan yayasan adalah orang-orang yang ada
dalam yayasan tersebut. Anwar Borahima juga membahas tentang upah bagi
pengurus yayasan ditinjau dari UU Yayasan, bahwa terkait gaji, upah, honor,
sudah diatur dalam UU Yayasan Nomor 28 tahun 2004. Diperbolehkannya bagi
pengurus menerima bagian dari harta yayasan tersebut sesuai dengan kemampuan
yayasan dan seperlunya, namun dari tulisannya hanya sedikit sekali menyinggung
terkait pandangan Islam.

Buku yang ditulis Chatamarrasyid “Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan

Usaha Bertujuan Laba™*®

yang membahas tujuan sosial yayasan, bahwa yayasan
hendaknya didirikan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan
yayasan memiliki kegiatan usaha yang bertujuan laba agar yayasan mampu lebih
mandiri bahkan bisa memberikan upah kepada pengurus, seperti halnya

kemampuan Yayasan khususnya kemampuan ekonomi Yayasan. Sebagai contoh

Yayasan The Imperial Cancer Research Fund menawarkan gaji sebesar 70. 000

° Anwar Borahima, Kepemilikan Dan Gaji Bagi Organ Yayasan, diakes dari www.
hukumperdataunhas. wordpress. com pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 13. 00.

10 Chatamarrasyid, Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba
(Bandung: Citra aditya, 2000), him. 74.



(tujuh puluh ribu) pound sterling setahun untuk jabatan Direktur Keuangan dan
Pencarian Dana. Mereka berani menawarkan gaji yang tinggi bagi seorang
pengurus yang profesional, karena memang kemampuan keuangannya telah
mapan sehingga berani menawarkan gaji yang besar. Namun dari tulisan
Chatamarrasyid belum menyinggung terkait bolehnya mengambil upah dalam
pandangan Islam.

Skripsi yang ditulis oleh saudara Slamet Priyadi mahasiswa syariah
jurusan perbandingan mazhab dan hukum, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam
terhadap konsep upah dalam pasal 3 SKB 4 Menteri tahun 2008 tentang
pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam mengantisipasi

"' Tulisannya membahas terkait tinjauan

perkembangan perekonomian globa
Hukum Islam terhadap konsep upah. Pendekatan yang dipakai adalah terkait SKB
4 (empat) Menteri pada tahun 2008 hal ini dalam pasal 3. Dalam skripsi Slamet
Priyadi tidak membahas terkait yayasan, namun bisa dijadikan referensi terkait
upah ditinjau dari Hukum Islam dan surat keputusan bersama empat menteri.
Skripsi yang ditulis oleh saudara Mohammad Wildan Azmi mahasiswa
syariah jurusan perbandingan mazhab dan hukum, dengan judul ‘“Pemberian

Upah (Studi Komparatif Hukum Islam dan UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang

Ketenagakerjaan)”.** Skripsi Wildan Azmi lebih terfokus pembahasannya tentang

' Slamet Priyadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Upah dalam pasal 3 SKB
4 Menteri Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam
Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global,” Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

2 Mohammad Wildan Azmi, “Pemberian Upah (Studi Komparatif Hukum Islam dan
UU Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan,” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
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pemberian upah, tentang penetapan, waktu dan perbedaan pemberian upah antara
Hukum Islam dan UU Ketenagakerjaan.

Dari beberapa tulisan diatas, secara spesifik tidak ada yang
mengkomparasikan dari pandangan Hukum Islam maupun Hukum Positif,
khususnya menyinggung tentang yayasan. Seperti skripsi yang ditulis oleh
saudara Slamet Priyadi dan Mohammad Wildan Azmi, tulisan mereka lebih
kepada konsep Upah dan tidak menyinggung sama sekali tentang yayasan, namun
dari beberapa tulisan di atas, hanya Anwar Borahima yang menyampaikan kedua
pandangan baik dari hukum positif maupun hukum Islam, tetapi hanya sedikit
sekali pembahasan Anwar Borahima terkait pandangan hukum Islam tentang
pemberian upah bagi pengurus yayasan. Anwar Borahima hanya membahas
tentang kepemilikan dan gaji bagi organ yayasan.

Dari beberapa pembahasan tulisan-tulisan di atas, penyusun dalam
penyusunan skripsi ini tidak hanya membahas tinjauan hukum atas kebolehan
menerima upah saja bagi pengurus yayasan, tetapi penyusun juga
mengkomparasikan kedua pandangan hukum Islam dan hukum positif yang
tertuang dalam UU Yayasan Nomor 28 Tahun 2004. Selain itu penyusun mencari
titik temu dari kedua pandangan hukum tersebut agar bisa dijadikan sumber
pengetahuan yang utuh dalam menyikapi kedua hukum tersebut dan bisa
diaplikasikan di dalam masyarakat, khususnya para pihak yang mengurusi sebuah

yayasan.

E. Kerangka Teoritik
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Upah merupakan hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/
buruh, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian Kkerja,
kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan pekerja/
buruh dan keluarganya atau suatu pekerjan dan/ atau jasa yang telah atau
dilakukan.*

Upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai
balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan
sesuatu.’* Sedangkan menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional
memberikan definisi pengupahan, upah ialah suatu penerimaan kerja yang
berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan
produksi, dinyatakan menurut suatu persetujuan Undang-undang dan Peraturan
dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan
penerima.

Dalam pengertian Islam, upah masuk di dalam pembahasan Figih
Mua’amalah dengan istilah lain disebut ijarah yang merupakan imbalan atau
balasan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan

pekerjaannya.’®

3 Lihat, pasal 1 (30) Undang-undang Ketenagakerjaan.

“W. J. S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. Ke-5, (Jakarta:
Balai Pustaka, 1976), him. 1132.

% pandu Suwito, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan Pekerja Borong
Penyortir Kain di CV. Maju Limbah Dusun Jeblog Kelurahan Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan
Kabupaten Bantul,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2013, him. 11.
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Dalam kaitannya dengan pengertian upah di atas, baik dari pandangan
hukum positif maupun hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa Pengurus yayasan
merupakan bagian dari pekerja atau pemberi manfaat yang bekerja mengurusi
operasional harian dan keberlangsungan yayasan. Di dalam Yayasan sendiri,
Pengurus/ pengelola yayasan merupakan satu-satunya bagian dari organ yayasan
yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat berat. Hal ini telah
diterangkan di dalam UUY Nomor 28 Tahun 2004 pasal (35) bahwa Pengurus
Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan, menjalankan tugas dengan
itikad baik untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Apabila pengurus/ pengelola
yayasan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar dan mengakibatkan kerugian yayasan maka penguruslah yang bertanggung
jawab.

Pengurus yayasan sama halnya dengan pekerja, memiliki jam kerja dan
target yang harus dicapai dalam melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu,
pemberian upah/ honor kepada pengurus/ pengelola yayasan merupakan sesuatu
yang wajar dan sepantasnya diberikan oleh yayasan, supaya antara pengurus dan
yayasan dapat berjalan dengan baik sesuai maksud dan tujuan yayasan dan
terhindar dari penyelewengan di dalam pelaksanaan yayasan.

Di dalam hukum Islam sendiri, pemberian upah bagi pengurus yayasan
tidak diatur secara spesifik melalui dalil-dalil yang ada. Penjelasan mengenai upah
di dalam Islam hanya dijelaskan secara umum dengan istilah ijarah, yaitu
mengenai imbalan/ upah atas pekerjaan yang telah dilakukan namun tidak

menyebutkan yayasan. Maka dalam skripsi ini penyusun mengambil jalan tengah
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dengan teori maslahah mursalah. Dengan teori ini, setidaknya bisa memberikan
kepastian hukum terhadap bolehnya menerima upah dengan bekerja di yayasan.

Secara etimologi, Maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal
maupun makna. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang
mengandung manfaat. Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa
definisi maslahah yang di kemukakan oleh ulama Ushul Figih, tetapi seluruh
definisi  tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Al-Ghozali
mengemukakan bahwa pada prinsipnya, Maslahah adalah mengambil manfaat
dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.'®

Sebagai contoh, sahabat Usman bin Affan mengumpulkan Al-Qur’an
kedalam beberapa mushaf. Padahal hal ini tidak pernah dilakukan dimasa
Rasulullah SAW. Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan-
pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata maslahah, yaitu menjaga Al-
Qur’an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena meninggalnya
sejumlah besar hafidz dari generasi sahabat.*’

Dalam hal pemberian upah bagi pengurus/ pengelola yayasan, tidak ada
satu pun dalil yang menerangkan secara tekstual tentang bolehnya menerima upah
bagi pengurus/ pengelola yayasan. Namun dilihat dari tujuan syara’ yaitu agar

terhindar dari kemudhratan dalam pengelolaan yayasan, maka seorang pengurus

yayasan diperbolehkan menerima upah/ honor atas dasar menghindari

'8 Narun Haroen, Ushul Figh 1, cet. ke-3 ( Jakarta: Logos, 1996), him. 114.

" Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh, Terj. Saefullah Ma’shum, dkk., cet. ke-2
(Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), him. 429.
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kemudharatan supaya tidak terjadinya penyelewengan terhadap harta kekayaan

yayasan.

. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja ilmiah yang digunakan untuk dapat memahami
objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Penelitian adalah usaha
untuk menemukan mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan,
yang dilaksanakan dengan metode ilmiah. Maka yang dimaksud dengan metode
penelitian adalah cara kerja untuk memahami, mengumpulkan, menganalisa,
menafsirkan serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta-fakta
objektif yang ditanyakan dalam rumusan masalah.*®
1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian

pustaka (library research). Penelitian akan dilakukan pada literatur-literatur
yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan yang dapat menunjang
pemecahan pokok-pokok masalah, seperti buku, kitab-kitab, jurnal, catatan,
maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif, yaitu memaparkan

data-data tentang suatu hal atau masalah dengan analisa dan interpretasi yang

tepat™ juga memberikan gambaran dan membandingkan secara tepat, jelas,

8 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 1997), him. 7.

19 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.
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sistematis mengenai hak menerima upah bagi pengurus yayasan menurut UU

Yayasan Nomor 28 tahun 2004 dan Hukum Islam. Komparatif artinya

penyusun melakukan analisis dengan mengkomparasikan kedua pandangan

hukum tersebut.

Pendekatan Masalah

a. Normatif yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-
norma yang berlaku.

b. Yuridis yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum
serta perundang-undangan yang berlaku.

Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan

mengkaji bahan-bahan pustaka, baik literatur primer maupun sekunder yang

menjadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah, yaitu dengan

cara mengambil dan menelusuri buku-buku, artikel, makalah, dan sumber

lainnya yang terkait permasalahan yang dibahas.

Analisis Data

a. Deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan
dan menyeleksi data yang diperoleh dari hasil penelitian menurut kualitas
dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas,
dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan

sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.
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b. Komparatif yaitu metode untuk menganalisis data yang berbeda dengan
jalan membandingkan untuk dapat diketahui mana yang lebih benar atau

mencapai kemungkinan untuk mengkompromikannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan deskripsi yang utuh dan terarah, maka sistematika
penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, adapun rinciannya sebagai
berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian, sistematika pembahasan. Bab pendahuluan ini berguna untuk
mengantar keseluruh bagian dalam penyusunan skripsi ini.

Bab kedua berisi pembahasan mengenai hak menerima upah bagi
pengurus yayasan menurut hukum positif, yaitu meliputi: tinjauan umum tentang
yayasan dan upah yayasan menurut hukum positif, didalamnya menjelaskan
pengertian pengurus yayasan dalam hukum positif, organ-organ pengurus
yayasan, motif pendirian yayasan. Selanjutnya juga dijelaskan tentang pengertian
upah menurut hukum positif, dasar hukumnya dan waktu pemberian upah bagi
pengurus/ pengelola yayasan.

Bab ketiga berisi pembahasan mengenai hak upah bagi pengurus yayasan
menurut Hukum Islam yaitu meliputi: tinjauan umum tentang yayasan dan upah
pengurus yayasan menurut hukum Islam, di dalamnya dijelaskan dalil tentang

yayasan, tujuan dan manfaat yayasan dalam hukum Islam. Selanjutnya juga
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dijelaskan pengertian upah menurut hukum Islam, dasar hukum, rukun dan
syaratnya serta waktu pemberian upah.

Bab keempat berisi analisis perbandingan hak upah bagi pengurus yayasan
menurut Hukum Islam dan UU Yayasan Nomor 28 tahun 2004 yaitu meliputi:
Analisis komparatif hak pemberian upah bagi pengurus yayasan dan titik temu
antara ketentuan dalam Hukum Islam dan UU Yayasan Nomor 28 Tahun 2004, di
dalamnya dijelaskan persamaan dan perbedaan dalam ketentuan pemberian upah
bagi pengurus yayasan, selanjutnya dijelaskan juga kaitannya yayasan terhadap
persoalan sosial ekonomi, tujuan diperbolehkannya upah bagi pengurus/pengelola
yayasan, dan Maqashid Syariah bagi kelangsungan yayasan.

Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Diharapkan
dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi khazanah keilmuan Hukum
Postif dan Hukum Islam, dan apa yang telah diangkat dalam kajian penyusunan
skripsi ini yaitu komparasi tentang upah bagi pengurus yayasan menurut hukum
positif, yaitu UUY Nomor 28 Tahun 2004 dan hukum Islam, menjadi acuan dan
referensi bagi semua kalangan, akademisi dan praktisi pengurus/ pengelola

yayasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari paparan pembahasan dalam Bab sebelumnya, bisa kita simpulkan:
1. Ketentuan hukum pemberian upah bagi pengelola/ pengurus yayasan telah
diatur baik di dalam hukum positif maupun hukum Islam.

a. Hukum positif menerangkannya di dalam UU Yayasan Nomor 28 Tahun
2004 pasal (2) dua (Perubahan atas UUY No.16 Tahun 2001). Berdasarkan
pasal dari undang-undang yayasan, dalam organ yayasan, terbatas hanya
pengurus saja yang berhak menerima upah beserta orang yang ditunjuk
untuk membantu pengurus dalam menjalankan pekerjaannya dengan syarat
yang telah dijelaskan dalam undang-undang.

b. Hukum Islam menerangkan tentang upah didalam bahasan figh muamalah
yang disebut ijarah. Ijarah yang berarti, Pertama yaitu upah, kedua yaitu
ongkos/ sewa. Pemberian upah juga diterangkan di dalam hadis yang
diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab“Asy-Syuruuth”, Bab “As-
Syuruut Fil Waqf, (no. 2737) dan Muslim Kitab ”Al-Washiyyah”, Bab
“Al-Waqf” (No. 1633) dari Ibnu Umar Radiyallahu anhuma. Bahwa tidak
ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian
darinya dengan cara-cara yang ma’ruf. Hadist tersebut menjelaskan bahwa
orang yang berhak menerima upah di dalam yayasan adalah orang yang

“mengurus” yayasan tersebut. Dengan demikian, siapa saja orang yang
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telah membantu atau memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk
yayasan berhak menerima upah dari apa yang telah dikerjakannya untuk
yayasan. Termasuk di dalamnya adalah pengurus, pegawai bahkan
Pembina dan Pengawas pun bisa saja menerimanya sepanjang mereka
memang benar-benar telah banyak berbuat dan memberikan kontribusi
besar untuk kemajuan yayasan yang dikelolanya.

2. Komparasi (persamaan dan perbedaan) dan titik temu antara Hukum Islam dan
UU Yayasan No. 28 Tahun 2004 tentang pemberian upah bagi pengelola/
pengurus yayasan:

a. Persamaan Hukum Islam dan UU Yayasan No. 28 Tahun 2004. Pertama,
kebolehan menerima upah bagi pengurus yayasan. Antara Hukum Postif
dan Hukum Islam sama-sama memperbolehkan adanya pemberian upah/
gaji di dalam yayasan. Kedua, besaran upah/ gaji bagi pengurus/ pengelola
yayasan sama-sama tidak dijelaskan secara jelas di dalam kedua hukum itu,
tidak ada yang menyebutkan nominal besaran upahnya secara pasti.

b. Perbedaan Hukum Islam dan UU Yayasan No. 28 Tahun 2004. Ketentuan
dalam pemberian upah bagi pengurus/ pengelola yayasan berbeda dalam
hal siapa saja penerimanya. Didalam hukum positif dijelaskan bahwa
“Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
ditentukan dalam anggaran dasar Yayasan bahwa pengurus menerima
gaji, upah, atau honorium...”. Sedangkan di dalam Hukum Islam, tidak
hanya pengurus/ pengelola yayasan saja boleh menerima upah/ gaji dari

kekayaan yayasan, siapa saja orang yang telah membantu atau memberikan
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waktu, tenaga dan pikirannya untuk yayasan berhak atas upah yang telah
dikerjakannya terhadap yayasan.

. Titik temu dari pandangan antara Hukum Islam dan UU Yayasan No. 28
Tahun 2004 tentang pemberian upah bagi pengelola/ pengurus yayasan.
Pertama adalah mengatasi persoalan sosial ekonomi, bahwa keberadaaan
yayasan di Indonesia banyak memberikan kontribusi bagi Negara dalam
membantu memelihara dan memberdayakan masyarakat fakir miskin dan
anak-anak terlantar. Kedua bahwa tujuan dari diperbolehkannya menerima
upah bagi pengurus/ pengelola yayasan adalah agar tercapainya keadilan
dan kemaslahatan didalam pengelolaan yayasan serta tidak terjadinya
penyelewengan dan penyalahgunaan di dalam yayasan. Ketiga, dengan
adanya pemberian upah bagi pengurus/ pengelola, maka ini sesuai dengan
Magashid Syariah, yang bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan umat
manusia sesuai dengan Hukum Syara’. Ketika pengelola/ pengurus yayasan
bisa terjamin kebutuhan hidupnya dengan adanya upah tersebut, maka
pengurus akan bisa bekerja dengan lebih optimal dan maksimal untuk
Yayasan. Dengan begitu Yayasan pun akan bisa mengoptimalkan perannya
di masyarakat melalui visi misi dan programnya. Yayasan juga berperan
sebagai perpanjangan kaki dan tangan pemerintah untuk menyentuh
langsung rakyat kecil yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan.
Yayasan menjadi wadah yang diakui oleh Negara untuk bersama-sama
membantu masyarakat agar menjadi lebih baik dari berbagai sisi. Kesemua

hal ini menjadi tujuan besar Magashid Syariah, kemaslahatan dunia dan
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akhirat sesuai dengan ketentuan Hukum Syara’. Poin pentingnya adalah
yayasan dan pengurus berperan sebagai sarana, perantara serta motor

penggerak tujuan besar itu.

B. Saran

Dengan disusunnya skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan
sumbangsih bagi khazanah keilmuan Hukum Positif dan Hukum Islam. Apa yang
telah diangkat dan dikaji dalam penyusunan skripsi ini yaitu komparasi tentang
upah bagi pengurus yayasan menurut hukum positif yaitu UUY Nomor 28 Tahun
2004 dan hukum Islam, diharapkan bisa menjadi acuan dan referensi bagi semua
kalangan, akademisi dan praktisi pengurus/ pengelola yayasan.

Penyusun berharap agar skripsi ini bisa menjadi salah satu acuan dan
referensi bagi keilmuan dalam penyusunan skripsi selanjutnya, khususnya
mengenai tema yang mengangkat upah bagi pengurus/ pengelola yayasan. Hal ini
menarik dan perlu dikaji lebih dalam lagi karena yayasan di Indonesia
berkembang dengan sangat pesat bahkan pada kenyataannya yayasan menjadi

kekuatan non-kepemerintahan yang membantu meringankan beban Negara.
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